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Konflik tanah merupakan gejala universal yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Fenomenaini
merupakan konsekuensi logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan akan lahan dalam pembanguan di
Indonesia.

Kasus konflik tanah di Irian Jaya pada umumnya, dan di Sentani khususnya menarik untuk dikaji karena
tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Asumsi dasar dari konflik tanah ini adalah bahwa
konflik tanah terjadi karena dua pihak atau lebih mempunyai klaim yang sama atas sebidang tanah. Klaim
yang sama mencerminkan adanya interpretasi yang berbeda-beda tentang hak kepemilikan tanah, misalnya
kasus konflik tanah Kampung Harapan yang melibatkan masyarakat adat sendiri (Ohee-Ongge dan Walli)
dan Pemerintah Daerah Irian Jaya. Ketiga pihak yang berkonflik mempunyai klaim yang sama sebagai
pemilik tanah yang sah atas tanah Kampung Harapan yang pernah dikuasai oleh pemerintah Belanda, sejak
berakhirnya Perang Duniall (1946).

Manfaat penulisan ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat adat untuk mengambil
langkah-langkah bijaksana, guna meaekan konflik tanah, serta mengatasi masalah tanah sedemikian rupa,
sehinggatidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Untuk membahas kasus konflik tanah Kampung Harapan, digunakan duateori, yaitu Teori Integrasi
Kelompok dan Teori Konflik, untuk mengkaji konflik antara masyarakat adat. Karena konflik ini melibatkan
pemerintah, maka digunakan perspektif Lewis A.Cosser. Keduateori ini dianggap relevan, karena integrasi
yang kuat dalam suatu masyarakat dapat merupakan sebab terjadinya konflik sosial antara kelompok dalam
masyarakat. Namun, dapat pulaterjadi bahwa konflik yang terjadi dengan kelompok luar/lain dapat
meningkatkan integrasi internal kelompok.

Konflik tanah antara Ohee-Ongge, Wally, dan Pemerintah Daerah Irian Jaya, bersumber pada perbedaan
interpretasi tentang Staat van Uitbetaal de Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. dan
proses verbal tanggal 27 Februari 1957. Pihak Ohee-Ongge dan Wally berpendapat bahwa perabayaran
sebesar £.10.000 (Duizend Gulden) yang dibayar oleh pemerintah Belanda (Nederlands Nieuw Guinea),
hanya menyangkut pembayaran tanaman anak negeri, seperti yang tercantum dalam Staat van Uitoetaal de
Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. Jadi, tidak termasuk tanahnya, sebagaimana
tercantum dalam proses verbal.

Bersamaan dengan itu, Pemda Irian Jaya berpendapat, bahwa pembayaran f.10.000 sebagai ganti-rugi
terhadap tanaman anak negeri beserta tanahnya. Oleh sebab itu, tanah sengketa menjadi tanah negara.
Untuk menyelesaikan kasus ini, digunakan Cara musyawarah dan peradilan formal. Masyarakat adat (Ohee-
Ongge) mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus ini dengan Pemda Irian Jaya, namun tidak berhasil.
Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melalui peradilan formal. Di Pengadilan Negeri
Jayapura dan Pengadilan Tinggi Irian Jaya, gugatan pihak Ohee-Ongge dinyatakan menang, dan pihak
Wally dan Pemda Irian Jaya dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Karena adanya fasilitas, maka kasus ini
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dilanjutkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya, ke Mahkamah Agung (MA), dan kembali kasusini
dimenangkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya. Pada kenyataan ini, pihak Ohee-Ongge tidak tinggal
diam, mereka juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai langkah terakhir dalam menempuh proses
peradilan formal ke Mahkamah Agung. Dengan PK ini, pihak Ohee-Ongge kembali dinyatakan menang, dan
kepada pihak Pemda Irian Jaya dituntut untuk mengganti/memberikan ganti rugi. Ternyata putusan PK MA
tidak digubris sama sekali oleh Pemda Irian Jaya. Sikap Pemdaini diperkuat lagi dengan turunnya Surat
Sakti Ketua MA yang membatalkan putusan MA yang memenangkan pihak Ohee-Ongge.



